BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

i TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN

2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

AIR MINUM GUNONG KILA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan
menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila masih

membutuhkan tambahan modal untuk operasional perusahaan
guna mendukung penyediaan air bersih, untuk itu perlu
melakukan tambahan penyertaan modal pada Perusahaan
Daerah Air Minum Gunong Kila;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila,

. Pasal 18 Ayat {6} Undang-Undang Dasar Republik Inddnesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400j);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5533};

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6279});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada
Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
700);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang

Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama,
Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 325};

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Kabupaten Nomor 88);

23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten

Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2014 Nomor 14},

24, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila
(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menetapkan :

dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
GUNONG KILA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum
Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 116}, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat {1) dan ayat (2) Pasal 4 disisip 2 (dua) ayat, yakni
ayat (la) dan ayat (lb) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK
ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima} tahun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten
dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada
PDAM dalam bentuk uang maupun barang.

(1a) Untuk operasional perusahaan guna mendukung
penyediaan air bersih, selanjutnya dilakukan tambahan



2.

(1b)

(4)

(5)

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK
sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),
akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021,

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada
PDAM-GK sebagaimana dimaksud pada ayat (la), untuk
tahun pertama dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah.
Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan
dinilai dalam bentuk uang.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk aset dasar yang akan diserahterimakan
oleh Pemerintah Kabupaten pada saat dimulainya
operasional PDAM-GK.

Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dihitung sebagai tambahan investasi daerah dan akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
menjadi total nilai investasi daerah kepada PDAM-GK.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

PDAM-GK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRK
setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan perusahaan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blanﬁidie
pada tanggal _ 4 Aleyember 2020 M
18 R. Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, «

/
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal i Aovember 2020 M
18 R.Awal  1442H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN'ACEH BARAT DAYA,
h

THAAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR: ( 4 / §2/ 2020)



.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA
UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk
mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh
Barat Daya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih
memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan
memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang
bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya
saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus
memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah {PAD)
dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pelaksahaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan
kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya
memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
membentuk Qanun.

Tambahan Penyertaan Modal dimaksud akan digunakan untuk operasional
perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih. Ketersediaan air bersih
di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama pada beberapa wilayah yang kondisi
air tanahnya tidak layak konsumsi merupakan kebutuhan yang sangat
penting. Tidak hanya untuk konsumsi masyarakat juga sangat diperlukan bagi
pembangunan industri di Kabupaten Aceh Barat Daya

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 140



PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan T Nyak Anef No 213 Teip 7554377
BANDA ACEH 23144

Nomor . 180/13936 Banda Aceh. I2 Seprerarer 20643
Sifat : Segera 5 Shafze (442
Lampiran :-
Hal - Hasil Fasilitasi Rancangan Qaunun Yang Terhnrmat,
Kabupatep Acel Barat Daya, ----- Bupati Aceh Barat Daya
di -
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188/1010/2020 wnggsl L Septesiber
2020 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Qanun, bahws teriadsp Fznczngs:
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tembehan Fenverasr Widz
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusshazn Teersh 407 Winum
Gunong Kila telah dilakukan fasilitasi dan daper disindzkiznims sesez perzrarzn
perundang-undangan dengan penyempurnazn sebagai berikuz:

a. Dasar hukum agar menambahkan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perngelcieor
Keuangan Daerah;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 tentang Pedomen
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 201€ tznreng Pedoman
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepads Pemerizzeh Deersz, dao
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepadz FOAM dzlem rzngre
Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerinrah Puses serars Mom iz

4) Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tehon 2315 renran ,g FemrEns
Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasamz, Pslzporzn dep Ivziues
BUMD;

b. BAB III Pasal 4 agar disesuaikan:

1) Jumlah nominal modal dasar PDAM Gunong Kila sesue’ dengan Feremmrarn
Daerah (Qanun) pendirian PDAM dimaksud sebimgzz —=mizh sl
penyertaan modal termasuk penambahan penyermaan macsl ndzk Dofel
melebihi jumizh modal dasar;

2) Dalam hal jumiah total penyertaan modal telzh melebin: jmmiah r"gw"zi-
dasar maka Peraturan Daerah (Qenun; pendirian POAM Gunong Kz pard
dilakukan perubahan terutama lklausti yang mengatur eniarg mode: damar.
dan disebutkan modal dasar vang ingin dicanmumlan

3) Pasal 11 huruf e Peraturan Pemeriniah Nomer 34 Tehon 2017 duteTiian
bahwa “Peraturan Daerah tentang pendirian Perwszhaer Lmum Dezerek
paling sedikit terdiri ‘e; besarnve modal daser dan modal dmecty” e
Pasal 20 bahwa “modal PUMD vang bersumber dan pemyemarn made!

daerah merupskan batas pertanggungawaban dzerzn s Lerigan
BUMD™;
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4) Resiko tidak mencantumkan nilai nomigal dapat menyebabkan nilai
Investasi pemerintah daerahnya tidak diperhitungkan jika suatu saat
perusahaan mengalami masalah likuidast;

5) Direksi hanya bertanggung jawab mengembalikan investasi Pemerintah
Daerah sejumiah yang tertera pada anggaran dasar/Peraturan Daerah;

Apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Barar Daya akan memambah jumlah

penyeriaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan

qanun penyertaan modal sebelumnya, maka cukup melakukan perubahan

Qanun mengenai penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak

menerbitkan Qanun baru sesuai Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintab Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Terkait tata cara dan pelaksanaan pengelolaan investasi diatur dalam aturan
tersendiri.

)

Tata cera penulisan dan format rancangan ganun agar mengacu pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar soudara segera menyempurnakan
Rancangan Qanun dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur dan sebelum
ditetapkan menjadi Qanun disampeikan kembali kepada kami untuk
mendapatkan nomor register.

4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
.#R SEKRETARIS DAERAH‘,}“

4 dr, TAQWALLAH, M. Kes
. PEMBINA UTAMA
& INIP. 19640504 199703 1 002
Temdnisan:

1. Pl Gubernur Aceh (Sebagai Laporan)
2. Bewa DPRK Aceh Botat Daya. .o v

w [EAETANUPALT LY FTRNTIRTPANIE ST TRTONE 4 0 B BV B PRATRT P Y
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